MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/PMK.02/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 78/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga dan ketentuan Pasal 5 ayat (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 /PMK.02/2013

tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,

dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang

Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan

Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah

ditetapkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor

3 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
' Anggaran 2020;

b. bahwa untuk menindaklanjuti dan mengakomodir
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beberapa usulan penyesuaian Standar Biaya
Masukan dari beberapa Kementerian Negara/Lembaga,
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
S. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013

tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,
dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 537)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya,
Standar  Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
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Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 342);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
567);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
78/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 567), diubah sebagai berikut:

1.  Angka 38 mengenai Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan
Dinas yakni dalam butir 38.1 mengenai Satuan Biaya
Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat dan butir 38.3
mengenai  Satuan  Biaya Pengadaan  Kendaraan
Operasional Bus sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor
78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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2019 Nomor 567), diubah sehingga menjadi sebagai

berikut:
38. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
38.1 Kendaraan Dinas Pejabat
NO PROVINSI SATUAN BESARAN
(1) (2) (3) (4)
38.1 PEJABAT ESELON I Unit Rp702.970.000
38.1.2 PEJABAT ESELON II
38.1.2.1 | ACEH Unit Rp515.263.000
38.1.2.2 | SUMATERA UTARA Unit RpS513.709.000
38.1.2.3 |[RIAU Unit Rp450.790.000
38.1.2.4 | KEPULAUAN RIAU Unit Rp484.095.000
38.1.2.5 | JAMBI Unit Rp471.615.000
38.1.2.6 | SUMATERA BARAT Unit Rp482.074.000
SUMATERA
38.1.2.7 S ST Unit Rp515.263.000
38.1.2.8 | LAMPUNG Unit Rp500.494.000
38.1.2.9 | BENGKULU Unit Rp482.961.000
38.1.2.10 | BANGKA BELITUNG Unit Rp482.286.000
38.1.2.11 | BANTEN Unit Rp462.063.000
38.1.2.12 | JAWA BARAT Unit Rp491.745.000
38.1.2.13 | D.K.I. JAKARTA Unit Rp503.860.000
38.1.2.14 | JAWA TENGAH Unit Rp444.496.000
38.1.2.15 | D.I. YOGYAKARTA Unit Rp488.645.000
38.1.2.16 | JAWA TIMUR Unit Rp472.468.000
38.1.2.17 | BALI Unit Rp481.803.000
38.1.2.18 | NUSA TENGGARA Unit Rp488.169.000
BARAT
38.1.2.19 | NUSA TENGGARA Unit Rp519.889.000
TIMUR
38.1.2.20 | KALIMANTAN Unit Rp475.917.000
BARAT
38.1.2.21 | KALIMANTAN Unit Rp526.588.000
TENGAH
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NO PROVINSI SATUAN | BESARAN
(1) (2) (3) (4)
38.1.2.22 | KALIMANTAN Unit | Rp486.306.000

SELATAN
38.1.2.23 | KALIMANTAN Unit | Rp523.750.000
TIMUR
38.1.2.24 | KALIMANTAN Unit | Rp523.750.000
UTARA
38.1.2.25 | SULAWESI UTARA Unit | Rp478.289.000
38.1.2.26 | GORONTALO Unit | Rp516.850.000
38.1.2.27 | SULAWESI BARAT Unit | Rp509.000.000
SULAWESI
381228 | Unit | Rp513.850.000
38.1.2.29 | SULAWESI TENGAH | Unit | Rp526.400.000
SULAWESI .
381230 | o Unit | Rp481.316.000
38.1.2.31 | MALUKU Unit | Rp525.000.000
38.1.2.32 | MALUKU UTARA Unit | Rp532.000.000
38.1.2.33 |[PAPUA Unit | Rp537.913.000
38.1.2.34 | PAPUA BARAT Unit | Rp535.075.000

38.3 Kendaraan Operasional Bus

NO PROVINSI SATUAN BESARAN

(1) (2) (3) (4)

1. |Roda 4 dan/atau Bus Unit Rp466.000.000
Kecil

2. | Roda 6 dan atau Bus Unit Rp718.252.000
Sedang

3. | Roda 6 dan/atau Bus Unit Rp1.184.787.000
Besar

Angka 1 mengenai Honorarium Penanggung Jawab
Pengelola Keuangan, angka 2 mengenai Honorarium

Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan
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Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai, angka 3

mengenai Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, angka 5

mengenai Honorarium Pengelola Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP), angka 6 mengenai Honorarium

Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI), angka 18

mengenai Honorarium Tim Penyusunan

Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website yakni dalam

butir 18.1 mengenai Honorarium Tim Penyusunan

Jurnal, angka 29 mengenai Honorarium Satpam,

Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti, dan

angka 38 mengenai Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan

Dinas dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2020 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567),

diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat
Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan
Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara
Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola
Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku
penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap
satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu
yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola
Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola

Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu)
DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud
sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola

dengan besaran didasarkan pagu dana yang
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dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi

honorarium tersebut dibebankan pada masing-

masing DIPA.

b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan
administrasi belanja pegawai di lingkungan
satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP.
Besaran  honorarium  PPABP  diberikan
mengacu pada honorarium Staf Pengelola
Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai
yang dikelolanya.

c. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
1)  Jumlah SPK yang membantu KPA:

a) KPA yang merangkap sebagai PPK
dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya,
jumlah SPK paling banyak 6 (enam)
orang, termasuk PPABP.

b) KPA yang dibantu oleh satu atau
beberapa PPK, jumlah SPK paling
banyak 3 (tiga) orang termasuk
PPABP.

2)  Jumlah keseluruhan SPK yang membantu
PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2
(dua) kali dari jumlah PPK.

3) Jumlah SPK untuk PPK yang
digabungkan diatur sebagai berikut:

a) jumlah SPK tidak boleh melampaui
sebelum penggabungan;

b) besaran honorarium SPK didasarkan
pada jumlah pagu yang dikelola SPK;
dan

c) dalam hal penggabungan PPK
dilaksanakan pada tahun anggaran
sebelumnya, maka jumlah SPK
paling banyak sejumlah SPK tahun
sebelumnya.

d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk

honorarium Penanggung Jawab Pengelola
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Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran
paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu
yang dikelola.

e. Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola
Keuangan telah diberikan tunjangan
fungsional di bidang perbendaharaan, maka
diberikan honorarium sebesar 40% (empat
puluh persen) dari besaran Honorarium
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Catatan:

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola

Keuangan dapat diberikan kepada pengelola

kegiatan yang secara langsung mengelola dan

melaksanakan kegiatan yang anggarannya
bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara (BA BUN) dengan ketentuan alokasi

honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(RKA-K/L) berkenaan.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja

Pegawai

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai

Aparatur Sipil Negara/Anggota Kepolisian Negara

Republik  Indonesia  (Polri)/Tentara  Nasional

Indonesia (TNI) yang ditunjuk untuk melakukan

pengelolaan belanja pegawai pada kementerian

negara/lembaga/satuan kerja sesuai surat
keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja

Pegawai telah diberikan tunjangan fungsional di

bidang perbendaharaan, maka diberikan

honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari

besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola
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Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus

Mengelola Belanja Pegawai.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada seseorang yang
diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA
sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
melalui  penunjukkan langsung/pengadaan
langsung sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa
dan Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang

diangkat oleh PA/KPA menjadi Panitia

Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja

UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan

penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

¢.  Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada Pengguna
Anggaran dalam hal:

1) menetapkan pemenang atas pelelangan
atau penyedia pada penunjukan langsung
untuk paket pengadaan barang/
konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; atau

2) menetapkan pemenang pada seleksi atau
penyedia pada penunjukan langsung
untuk paket pengadaan jasa konsultasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau

anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan

Kelompok Kerja UKPBJ telah menerima tunjangan

fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka
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honorarium tersebut dapat diberikan setelah Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia
Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ
mengerjakan 30 (tiga puluh) paket dan diberikan
maksimal sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh
empat juta rupiah) per orang per tahun.
Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP)
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas
oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP
fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jumlah petugas penerima PNBP atau anggota
paling banyak 5 (lima) orang dan
b. jumlah alokasi dana wuntuk honorarium
Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling
tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target
pagu penerimaan PNBP fungsional.
Catatan:
Dalam hal Pengelola PNBP telah diberikan tunjangan
fungsional di bidang perbendaharaan, maka
diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh
persen) dari besaran Honorarium Pengelola PNBP.
Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi
(SAI)
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas
melakukan pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pada kementerian
negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi
masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur
manual maupun terkomputerisasi.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
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Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah

sebagai berikut:

a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri,
paling banyak 7 (tujuh) orang; dan

b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan
Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan:

1. Kementerian negara/lembaga tidak
diperkenankan memberlakukan satuan biaya
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam
pengelolaan SAI.

2. Dalam hal Pengelola SAI telah diberikan
tunjangan fungsional di bidang
perbendaharaan, maka diberikan honorarium
sebesar 40% (empat puluh persen) dari
besaran Honorarium Pengelola SAI.

18. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/

Majalah /Pengelola Website

18.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat
diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk
menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak
maupun  elektronik  berdasarkan = surat
keputusan pejabat yang berwenang. Unsur
sekretariat adalah pembantu umum,
pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa
struktur organisasi tersendiri.
Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal
nasional/internasional dapat diberikan
honorarium kepada mitra bestari (peer review)
sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah).

29. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas

Kebersihan, dan Pramubakti
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38.
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Honorarium yang diberikan hanya kepada non
pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk
melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas
kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Catatan:

1. untuk satpam, pengemudi, petugas
kebersihan, dan pramubakti dengan melalui
jasa  pihak  ketiga/diborongkan alokasi
honorarium dapat ditambah paling banyak
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk
seragam dan perlengkapan.

2. dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi
kerja, dialokasikan iuran/premi jaminan
kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

3. dalam satu tahun anggaran, dialokasikan
tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan
sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

4. dalam hal ketentuan mengenai upah minimum
di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan
biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka
satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu
pada ketentuan tersebut.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas
Satuan  biaya pengadaan kendaraan dinas
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya pengadaan
kendaraan operasional bagi pejabat, operasional
kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui
pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi kementerian negara/lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan

dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
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Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya
dilakukan secara bertahap sesuai dana yang
tersedia.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah
dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka
pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan
lagi.

Catatan:

Satuan  biaya pengadaan kendaraan  dinas
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini
tidak diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai. Pengadaan
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat
mengacu pada harga pasar sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Angka 9 mengenai Satuan Biaya Pengadaan Bahan
Makanan yakni dalam butir 9.1 mengenai Pengadaan
Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak
di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan butir 9.4 mengenai Pengadaan Bahan
Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS),
Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK)
Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal
Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan
Vessel Traffic Information Service (VTIS), angka 17
mengenai Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam
Negeri, dan angka 19 mengenai Satuan Biaya Tiket
Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)
dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2020 yang Berfungsi Sebagai Estimasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567),
diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan
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9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/
Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Satuan biaya pengadaan bahan makanan
diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan
Anak.

Ketentuan lebih  lanjut terkait dengan

pengadaan bahan makanan narapidana/

tahanan dan anak mengacu pada Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Catatan:

Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus

(LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan

(Lapas) dengan kategori high risk, apabila

diperlukan dapat menggunakan mekanisme

pengadaan makanan siap saji dengan besaran
yang sama.

9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga
Penjaga  Menara  Suar (PMS), Petugas
Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK)
Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada
Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio
Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information
Service (VTIS)

a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas
penjaga menara suar yang ikut serta
mendampingi petugas penjaga menara
suar di lokasi tempat bertugas. Satuan
biaya pengadaan bahan makanan untuk
keluarga penjaga menara suar diberikan
kepada istri/suami dan anak (maksimal 2
anak) petugas penjaga menara suar.

b. Petugas pengamatan laut adalah petugas
yang melaksanakan survei hidrografi pada
alur pelayaran serta melakukan evaluasi

alur dan perlintasan serta memonitoring
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pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi
Pelayaran (SBNP).

c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah
awak kapal negara yang siaga untuk
ditempatkan pada kapal negara pada saat
sandar dan bertolak serta bongkar muat.

d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak
kapal negara yang ditempatkan dan
bekerja di kapal negara pada posisi
tertentu pada saat berlayar dan/atau
melakukan operasi/patroli pengawasan.

e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas
yang mengoperasikan peralatan di SROP
dan VTIS.

17. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan
taksi dari kantor tempat kedudukan menuju
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
keberangkatan atau dari
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun  kedatangan
menuju tempat tujuan di kota bandara/
pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan
sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi
perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode
at cost (sesuai pengeluaran).

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan
perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan,
maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Berangkat

1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan
di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta;

dan

www.jdih.k%nkeu.go.id
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2) satuan biaya taksi dari Bandara
Kualanamu (Sumatera Utara) ke tempat
tujuan  (hotel/penginapan/kantor) di
Medan.

b. Kembali

1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan
(Medan) ke Bandara Kualanamu
(Sumatera Utara); dan

2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-

Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar
Negeri Pergi Pulang (PP)
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar
negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan
biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di
Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar
negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket
termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax
dan biaya retribusi lainnya.
Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket
perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode

at cost (sesuai pengeluaran).
Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 683

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian ﬁdministrasi Kementerian

ANDRIA SYAH‘,I .
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